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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selain sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD), bertindak sebagai penyelenggara dan koordinator seluruh usaha Bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang.

Dalam kaitan pelaksanaan Kinerja SKPD, Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset melaksanakan program/kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsinya sebagaimana tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sedangkan dalam kaitan Kinerja SKPKD, pelaksanaan
kegiatan kerjanya melekat pada tugas dan fungsi Kepala Dinas sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD).

Sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan masyarakat
Bontang yang berbudi luhur,maju, adil dan sejahtera maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2011-2016.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Bontang disusun berlandasan pada :

a. Landasan Idiil . Pancasila
b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
c. Landasan Operasional . Peraturan  perundang-undangan yang terkait

dengan penyusunan rencana strategik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Kota Bontang, Yaitu :

1)  Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Rl No. VII/MPR/2001 tentang Visi

Indonesia Masa Depan;

2) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang

I1



3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Rancangan Rencana Kerja DPPKA
Tahun 2015

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4286);

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004
No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 4437);

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan

Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
4124,

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

Peraturan Presiden No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2004 — 2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan KeduaPeraturan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang
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Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

17) Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ tanggal 11
Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM

Daerah;

18) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Tahun 2005 — 2025 Kota Bontang.

19) Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah 2011-2016 Kota Bontang.

1.3  Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud Penyusunan Renja SKPD

Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Bontang tahun 2015 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang
memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur
penilaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.

1.3.2. Tujuan
Acuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang
tahun 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi
dan misi Pemerintah Kota.
Merumuskan program dan Kkegiatan pembangunan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang selama tahun 2015.

1.4 Sistematika dan Penulisan

Penyusunan Rencana kerja (Renja) DPPKA ini secara garis besar terdiri dari 4

(Empat) bab, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang
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BAB | PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RENJA
DPPKA yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta
sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab—bab  berikutnya dapat
dipahami dengan baik.

BAB I EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA DINAS
PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap
hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan RENJA Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang tahun lalu Tahun
2013 dan perkiraan capaian tahun berjalan Tahun 2014 mengacu
pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Rancangan RENJA SKPD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rancangan RENJA

SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator Kinerja yang
sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan
dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan Yyang terkait dengan Kkinerja

pelayanan

2.3. Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,
berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan
SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD,
Permasalahan  dan  hambatan  yang  dihadapi  dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD,

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam
bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM,
asosiasi-asosiasi,  perguruan  tinggi maupun dari SKPD
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan
BAB IlI TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap
kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan
yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA SKPD, perumusan tujuan
dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu  penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-
faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan
jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya
BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang
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BAB Il

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Tahun Lalu Dan Capaian RENSTRA Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset

Tugas

Sesuai Peraturan Walikota Bontang Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Bontang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka tugas pokok Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan
di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset
berdasatkan azas Otonomi dan Pembantuan.

Fungsi
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangandan Aset
memiliki fungsi :
a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dan program kerja Bidang Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, Kekayaan dan Aset serta Akuntansi;
b. Pelaksanaan tugas dan kewenangan pengguna anggaran / pengguna barang;
c. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan
Bendahara Umum Daerah;
d. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan;
e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan;

f.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
StrukturOrganisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah yang mengatur penggabungan beberapa institusi perangkat daerah yang
serumpun menjadi satu organisasi perangkat daerah dalam nomenklatur yang disesuaiakan
dengan hasil penggabungan beberapa institusi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 41 Tahun 2007 tersebut Pemerintah Kota

Bontang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasidan Tata

DinasPendapatan, PengelolaanKeuangandanAset Kota Bontang
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Kerja Dinas Daerah. Salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk adalah Dinas
Pendapatan.Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang, hasil dari
penggabungan unit kerja serumpun DinasPendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kota Bontang.

Sesuai hasil pembentukan SKPD tersebut maka unit kerja dinas yang terdapat dalam
struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang terdiri
dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Keuangan, Bidang Kekayaan &
Aset dan Bidang Akuntansi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan struktur Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang, di bawahini :

Bagan 1 Bagan Struktur OrganisasiDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset(Berdasarkan PERDA Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008)
KepalaDinas .
Sekretaris
Kelompok : Kasubbag Umum Kasubbag ;
Jabatan Fungsional PerencProg&Keua

Kabid Pendapatan . Kabid Keuangan Kabid Kekayaan & Kabid Akuntansi
Acor
Kasi | Kasi Anggaran | . Kasi Pendataan & | Kasi Akuntansi
Pendaftaran&Pend Inventarisasi Penerimaan
Kasi Penagihan | Kast Kasi Penilaian | Kasi Akuntansi
&Penetapan Perbendaharaan Pengeluaran
Kasi P20 Kast Belar}ja Kasi Pengelolaan Kasi Pembukuan
Pecawai Aset Daerah T & Pelanoran

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang Tahun 2013 dan proyeksi

tahun 2014 dapat disampaikan sebagai berikut :

DinasPendapatan, PengelolaanKeuangandanAset Kota Bontang
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Anggaran Tahun 2013 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Bontang sebesar Rp. 57.746.533.781 (termasuk perubahan) dengan 10 program dan
94 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 36.766.762.179,46 dengan

rincian sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.557.465.832.46 atau sebesar 48,52%

2 Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 27.209.296.347,00 atau sebesar 71,51%
dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,20% dan capaian kinerja keuangan sebesar
63,6 M.

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Bontang Tahun 2013 yang semula komponen kegiatan
ditetapkan ada 91 ( Sembilan Puluh Satlikegiatan setelah perubahan di tiadakan atau
dihapus ada 8 ( Delapan) kegiatan dan ditambah dengan 11 ( Selelas) kegiatan Baru
menjadi 94 ( Sembilan Puluh Empat ) kegiatan yang dilaksanakan dikategorikan
berhasil, namun keberhasilan tersebut tidak mencapai 100 %. Adapun hambatan dan

kendala yang dihadapi antara lain sesuai penjelasan berikut :

Hambatan dan kendala Pendapatan.

Pada dasarnya kendala dan hambatan yang terjadi dalam rangka pencapaian Pendapatan

Daerah telah dapat diminimalisasi, ini dapat terlihat dari realisasi Pendapatan Daerah

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013 melampaui dari target yang

ditetapkan. Pelampauan target pendapatan, selain disebabkan faktor eksternal juga

didasari atas perencanaan yang lebih baik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelampauan realisasi dari target pendapatan

adalah sebagai berikut :

I) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai
dasar pemungutan pajak daerah yang lebih optimal;

2) Pelaksanaan intensifikasi dan ektensifikasi pemungutan pajak daerah yang jauh lebih
komprehensif;

3) Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian
target kinerja;

4) Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan

tugas dan fungsi;

APBD sebelum Perubahan
Dalam rangka efisiensi APBD Kota Bontang, maka kegiatan-kegiatan yang dianggap

kurang efisien dikarenakan ada beberapa kegiatan yang sasaran dan tujuannya hampir

DinasPendapatan, PengelolaanKeuangandanAset Kota Bontang
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sama serta adanya rincian belanja tidak relevan dengan judul kegiatan, maka kegiatan ini
tidak dapat dilaksanakan dan di anggaran perubahan ditiadakan. Kegiatan-kegiatan

tersebut adalah :

a. Penyusunan ~ Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dana sebesar Rp.
151.608.000,-
Alasan pembatalan : Kegratan telah dilaksanakan dan outputnya telah diterbitkan

yaitu Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kegiatan ini

bukan rutin yang tiap tahun harus dilaksanakan tergantung

adanya Perubahan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tindak Lanjut : Pada anggaran perubahan kegiatan ini ditiadakan.

b. Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Dacrah, dana sebesar Rp. 340.120.000,-

Alasan pembatalan v Kegratan  ini  semula  dialokasikan  untuk  persiapan
pembahasan lanjutan  penyusunan perda tersebut, namun
dalam kenyataannya pada triwulan pertama perda tersebur
telah disahkan. Sehingga anggaran untuk pembahasan ini
tidak diperlukan lagi.

Tindak Lanjur ¢ Pada anggaran perubahan kegiatan ini ditiadakan.

c. Sosialisasi Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD, dana sebesar Rp.

92.500.000,-

Alasan pembatalan t Sosialisasi secara formal memamg tidak diadakan mengingar
waktu yang mendesak, namun secara tertulis dokumen
tersebur  telah dibertkan kepada skpd dengan pointer-
pornter,sehingga diharapkan dapar dipahami SKPD.

Tindak Lanjur ¢ Pada anggaran perubahan kegiatan ini ditiadakan.

d. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBD,
dana sebesar Rp. 135.270.000,-
Alasan pembatalan ¢ Pedoman pembayaran telah tertuang di sisdur Pengelolaan
Keuangan Daerah  berdasarkan hasil koordinasi  dengan
Bagian Hukum tidak perlu diterbitkan Pedoman Pembayaran
APBD Kota Bontang cukup edaran saja.
Tindak Lanjut : Pada anggaran perubahan kegiatan ini ditiadakan.

e. Pemeliharaan dan Pengembangan Paket Piranti Lunak Transfer Data Elektronik Keuangan
Daerah, dana sebesar Rp. 52.430.000,-

DinasPendapatan, PengelolaanKeuangandanAset Kota Bontang
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Alasan pembatalan : Aplikasi piranti lunak tersebur tidak ada masalah. Tidak ada
peraturan baru dari Kementerian Keuangan untuk merubah
pa/(et prranti lunak tersebut.

Tindak Lanjut : Pada anggaran perubahan kegiatan ini ditiadakan.

f. Forum Komunikasi dan Konsolidasi Daerah Pengolah Minyak dan Gas Bumi, dana sebesar Rp.

285.443.000,-
Alasan pembatalan : Program dan Kegiatan Institusi Forum Vakum, sehingga
belum diperlukan penganggaran kegiatan.
Tindak Lanjur : Pada anggaran perubahan kegiatan ini ditiadakan.

g Penyusunan Perwali Tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah, dana sebesar Rp.

194.125.000,-

Alasan pembatalan : Menunggu revisi Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Militk Daerah.

Tindak Lanjur : Pada anggaran perubahan kegiatan ini ditiadakan.
h.  Penyusunan Perwali Tentang Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dana sebesar Rp.

153.715.000,-

Alasan pembatalan : Karena kesalahan judul kegiatan Perwali Tentang Kerjasama
Pemantaatan Barang Miltk Daerah yang akan diganti dengan
nama kegiatan Perwali Tentang Tata Cara Pemanfaatan
Barang Milik Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun
2014 .

Tindak Lanjut : Pada anggaran perubahan kegiatan ini ditiadakan.
APBD Setelah Perubahan :

Sedangkan untuk kegiatan setelah perubahan yang tidak terlaksana atau tidak tercapai adalah :
I. Kegiatan Pendataan dan Penilaian Barang Milik Daerah yang Belum Ada Nilainya sebesar

Rp. 117.870.000,-

Alasan tidak ¢ karena Kesibukan TIM KPKNL BJKN sebagai Tim Penilai
terlaksana
Tindak Lanjur : Dana dikembalikan ke Kas Daerah

2. Kegiatan Peningkatan Sistem Informasi Manajemen PBB sebesar Rp. 304.010.000,-
Alasan tidak : karena Sistem aplikasi PBB sudah dibangun/diadakan terlebih
terlaksana dahulu sehingga pembelian lisensi program tidak direalisasikan.
Tindak Lanjur : Dana dikembalikan ke Kas Daerah

3. Kegiatan Pemeliharaan SISMIOP PBB sebesar Rp. 29.074.000,-
Alasan tidak ¢ karena pada Tahun 2013 masih menjadi jaminan pekerjaan oleh
terlaksana pihak ketiga.
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Tindak Lanjut : Dana dikembalikan ke Kas Daerah
4. Kegiatan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp.
80.420.000,-
Alasan tidak : karena anggaran mengalami perubahan sehingga tidak terlaksana
terlaksana karena mendekati akhir tahun
Tindak Lanjut :  Dana dikembalikan ke Kas Daerah

5. Kegiatan Pelelangan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bontang sebesar
Rp. 27.371.000,-

Alasan tidak : karena dokumen/berkas belum lengkap

terlaksana

Tindak Lanjut : Dana dikembalikan ke Kas Daerah dan dianggarkan pada tahun
berikutnya.

6. Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah Yang Akan Dihapus sebesar Rp. 96.140.000,-
Alasan tidak : karena tidak ada Barang Milik Daerah yang akan dihapuskan.
terlaksana
Tindak Lanjur : Dana dikembalikan ke Kas Daerah

Langkah yang diambil untuk kegiatan tersebut dengan meniadakan kegiatan. Dan dana
dikembalikan ke Kas Daerah.

Adapun ke I ( sebelas ) kegiatan baru tersebut adalah sebagai berikut :

I. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional, dengan pagu anggaran sebesar Rp.
192.331.000,-

2. Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Pembukaan, Penutupan, dan
Penempatan Rekening SKPD, dengan  pagu anggaran sebesar Rp. 99.570.000,-

3. Kajian Akademis Perubahan Peraturan Walikota Bontang Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dengan pagu dana sebesar Rp. 494.500.000,-

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 396.750.000,-

S. Bimtek Dasar-Dasar Metode Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Sektor
Pedesaan dan Perkotaan, dengan pagu dana sebesar Rp. 200.418.000,-

6. Bimtek Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 466.873.000,-

7. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi Penyimpan Barang di Lingkungan
Pemerintah Kota Bontang, dengan pagu dana sebesar Rp. 501.120.000,-

8. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Bagi Pengurus Barang di Lingkungan
Pemerintah Kota Bontang, dengan pagu dana sebesar Rp. 501.520.000,-

9. Penilaian Pelabuhan Loktuan Guna Pemanfaatan Barang, dengan pagu dana sebesar
Rp. 48.500.000,-

I10. Penilaian Aset Ex.Kebakaran Pasar Rawa Indah Kota Bontang, dengan pagu dana
sebesar Rp. 51.784.000,-
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I11. Pembekalan Barang Milik Daerah Bagi Kepala SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota
Bontang, dengan pagu dana sebesar Rp. 249.520.000,-

Untuk tahun 2014, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota
Bontang akan melaksanakan 10 program dan 94 kegiatan dengan anggaran sebesar
Rp. 34.191.677.207,08an Diproyeksikan bahwa semua program dan kegiatanakan
dilaksanakan dengan keberhasilan kinerja mencapai 100 % terutama untuk realisasi
fisiknya. Dengan demikian, target indicator kinerja yang telah ditetapkan dapat

dicapai semuanya.

Berdasarkan hasil yang diperolen melalui penilaian kinerja terhadap program
maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 serta perkiraan capaian
program dan kegiatan tahun 2014, maka dengan ini dapat dikemukakan beberapa
permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagai berikut :

1. Evaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan belum
maksimal, seperti penempatan jenis belanja yang tidak sesuai dengan jenis atau
kode rekeningnya, termasuk pada kode kegiatan.

2. Belum maksimalnya jadwal yang telah ditetapkan yang disebabkan hal teknis dan
non teknis.

3. Kesesuaian rincian anggaran suatu kegiatan yang belum mengoptimalkan prinsif
efisiensi.

4. Belum adanya kejelasan format dalam perincian suatu jenis belanja antar kegiatan

dalam suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran maupun antar unit kerja.

[1.2.  ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Analisis kinerja pelayanan pada sub bab ini merupakan pengkajian
terhadapcapaian kinerja pelayanan DPPKA dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai
standar yang telah ditetapkan.
Untuk menganalisis kinerja pelayanan DPPKA Kota Bontang digunakan
Standar Pelayanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.Hal
tersebut dilakukan mengingat SPM yang mengatur Urusan Perencanaan dan IKK

belum ada sampai saat ini.

DinasPendapatan, PengelolaanKeuangandanAset Kota Bontang



Rancangan Rencana Kerja DPPKA | [[-24
Tahun Anggaran 2015

[1.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSDPPKA

Untuk menetapkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang, langkah pertama yang dilakukan
dengan memetakan interaksi antara faktor lingkungan internal dengan lingkungan eksternal
melalui proses memadukan faktor-faktor internal dengan faktor-faktor eksternal yang telah

diidentifikasi sebelumnya.

Dalam kaitan dengan penentuan isu-isu strategis tersebut, maka langkah-langkah yang

akan ditempuh adalah dengan melakukan :
3.1 Identifikasi Permasalahan

Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota
Bontang, selain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), bertindak sebagai penyelenggara dan coordinator

seluruh usaha Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), terdapat
permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala pelayanan dalam upaya mencapai

tujuan dans asaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil identifikasi permasalahan pelayanan, maka dapat dikemukakan beberapa
permasalahan utamsebagai berikut :

a. Kuantitas SDM aparatur yang belum memadai masih di bawah kebutuhan riil
pelaksanaan beban kerja;

b. Belum ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum (SPM);

c. Kebijakan mutasi (penempatan) pegawai kurang memperhatikan kuantitas dan kualitas
(kompetensi) aparatur. Lebih spesifik tentang teknis Pendapatan Daerah, teknis
pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dan aset daerah;

d. Belum optimalnya pembinaan secara administrasi dan teknis bagi petugas pemungut
pajak, bendaharawan SKPD dan PPK-SKPD dalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban keuangan dan pembinaan secara administrasi pengelolaan
kekayaan/aset daerah pada SKPD;

e. Belum optimalnya pembinaan bagi bendaharawan SKPD dan PPK-SKPD dalam

penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
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f.  Belum optimalnya pembinaan administrasi pengelolaan kekayaan/aset daerah pada
SKPD di lingkunganpemerintah kota;

g. Subyek/Obyek pajak daerah sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum
digali secara optimal;

h. Data kekayaan/aset daerah belum akurat

i.  Masih banyaknya potensi wajib pajak (WP) yang belum terdaftar serta rendahnya wajib
pajak (WP) yang sudah terdaftar

j.  Penyaluran Dana Bagi Hasil Perimbangan Keuangan yang bersumber dari Dana Bagi
Hasil Pajak dan bukan Pajak oleh Pemerintah Pusat ke kas daerah Kota Bontang, tidak
tepat waktu

k. Kurangnya produk hukum yang berkaitan dengan aset daerah

I.  Adanya Kebijakan Regulasi yang berpengaruh pada penerimaan daerah, pengelolaan dan

penatausahaan keuangan daerah serta pengelolaan kekayaan asset daerahyang optimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

I1-25

3.2.1. Keterkaitan Tyoksi DPPKA dengan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil

Walikota Terpilih

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang (RPJMD)
Tahun 2011 - 2016 dimuat visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Terpilih sebagai
penjabaran visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bontang
(RPJPD) Tahun 2015 - 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Bontang (RPJMD) juga merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Sebagaimana dituangkandalam Bab VII RPJMD pada tujuan keb yakni Mewujudkan
peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah, bahwa sasaran,
strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab DPPKA sebanyak 3
(tiga) program.

Untuk menyelaraskan antara tupoksi DPPKA dengan Visi, Misi dan ProgramWalikota
dan Wakil Walikota Terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 -
2016juga memperhatikan dan melanjutkan Renstra Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang
Tahun 2006 - 2011 yang telah divalidasi menjadi Rencana Strategis Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang Tahun 2009 - 2011, maka program
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yang akan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPPKA Tahun 2011-2016 adalah
Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan DaerahdanProgram  PeningkatanManajemenInformasiKekayaan /  Aset

Daerah.
1.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
I1.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang akan
menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan SKPD Kabupaten/Kota yang
langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi
SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan kegiatan yang

berhubungan langsung dengan masyarakat.

SehinggaUsulan-usulan program kegiatan yang langsung berhubungan dengan

masyarakat dapat di apriasikanlangsung SKPD yang terkait.
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BAB Il1

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

I11.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja

I1.2. TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN RENJA SKPD

. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan
misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan
sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai lalui tindakan-tindakan terfokus

yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapaime

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bontang
adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan daerah,

pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan aset daerah.

DPPKA Kota Bontang untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah,
meningkatkan pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah
serta meningkatkan pengelolaan manajemen aset daerah dalam upaya mewujudkan
Visi dan Misi Kepala Daerah, maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan
daerah dalam lima tahun kedepan pada aspek kesejahteraan, layanan publik dan

peningkatan daya saing daerah.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang Terwujudnya Masyarakat
Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan sejahtera maka visi Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang adalah :

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
YANG AKUNTABEL
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Dari rumusan Visi tersebut di atas, dapat dijelaskan makna yang terkandung
di dalamnya, sebagai berikut :

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan daerah.

Akuntabel adalah pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam
pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Atau juga didefinisikan

sebagai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi di
masa mendatang oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi
(stakeholder).

Pernyataan Misi menggambarkan mengapa organisasi eksis dan berguna serta
mengemukakan apa yang harus dilaksanakan agar organisasi berhasil menjalankan

tugas dan fungsinya dalam upaya untuk Mencapai Visi yang telah dietatapkan.

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Bontang sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, maka
dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa Misi yang harus dilaksanakan
oleh seluruh jajaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

Bontang, yaitu sebagai berikut :

MISI |

MEWUJUDKAN PELAYANAN ADMINISTRASI, PROFESIONALISME SDM,
PRASARANA DAN SARANA APARATUR

MISI 11
MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

MISI 111
MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG
PROFESIONAL

MISI IV
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MEWUJUDKAN DAYA GUNA ASET, PRASARANA DAN SARANA
PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH

MISI V

MEWUJUDKAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka DPPKA
Kota Bontang menetapkan sasaran dalam periode tahun 2011 sampai dengan tahun
2016 sebagai berikut :
a. Tercapainya tertib administrasi perkantoran;

o

Tersedianya Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan kerja dinas;

Peningkatan Disiplin Aparatur;

a o

Peningkatan Kompetensi Aparatur;

@

Tersedianya data/informasi hasil pelaksanaan tupoksi DPPKA ;

=h

Terlaksananya kinerja pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan

teknologi informasi;

Tergalinya semua potensi Sumber-sumber penerimaan PAD;

Tercapainya peningkatan Penerimaan PAD dan Dana Perimbangan Keuangan

setiap tahunnya;

I. Terlaksananya penganggaran dan pengelolaan belanja daerah;

J. Terlaksananya pengendalian pengelolaan Kas Daerah dengan memanfaatkan
teknologi informasi;

K. Tersedianya Prasarana dan Sarana penunjang kegiatan kerja dinas;

l. Terlaksananya penganggaran dan pengelolaan belanja daerah;

m. Tercapainya optimalisasi pendayagunaan kekayaan/aset daerah;

n. Terlaksananya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah

yang akuntabel;

11.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah
ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sehubungan dengan itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

harus mempunyai Visi sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana
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Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset akan diarahkan dan apa

yang akan dicapai agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang “Terwujudnya Masyarakat

Kota Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera *, dan sesuali

dengan Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang

Tahun 2011 — 2016 yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang

Akuntabel , maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang tahun 2015 terdiri dari :

Program Penunjang :

1 Program Pelayanan Administrasi : 1
Perkantoran

10
11
12

13

14

2 Program Peningkatan Sarana dan : 1
Prasarana Aparatur

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
Penataan Kearsipan Kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas /
Operasional

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
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Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur

5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

6 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi

Program Wajib :

1.  Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

10

Rencana Kerja DPPKA
Tahun Anggaran 2015

I1-31

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Penyusunan Re nja SKPD
Review Renstra SKPD

Pengembangan Sistem Informasi
Manajemen Administrasi Kepegawaian

Penyusuanan Analisa Standar Belanja

Penyusunan Standar Satuan Harga

Penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA)

Penyusunan Program Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) Perubahan

Penyusunan Program Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD
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17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29
30
31
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Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan
KDH tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

Sosialisasi Permendagri No. 32 Tahun
2011 dan Peraturan Walikota Bontang
Tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial

Penyusunan Pergeseran APBD

Penyusunan Pelaporan Semester
Pertama dan Prognosis 6 bulan
berikutnya Pemerintah Kota Bontang
Penetapan Bendahara Penerimaan dan
Pengeluaran SKPD serta SKPKD
Bimtek Tatacara Pemotongan dan
Penyetoran PPN dan PPh

Bimtek Bendahara Pengeluaran dan
Penerimaan

Review Terhadap Peraturan Walikota
Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Bontang

Rekonsiliasi Realisasi Belanja SKPD

Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan
SKPD

Rekonsiliasi Penerimaan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun
Sebelumnya

Penyusunan Laporan Semester |
Barang Milik Daerah

Pendataan dan Penilianan barang Milik
Daerah yang belum ada Nilainya
Sosialisasi Surat Edaran Walikota
tentang Pedoman Penyusunan RKA
SKPD

Pemeliharaan dan Pengembangan
Sistem Informasi Penggajian Pegawai
Pendampingan dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah

Pengembangan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah sesuai dengan SAP
berdasarkan PP No. 71/2010

Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Pedoman Penyusunan DPA SKPD

Pendampingan Pengelolaan Keuangan
Berbasis Akrual

Asistensi Penyusunan Laporan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang
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2 Program Peningkatan 1
Penerimaan Pendapatan Daerah
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Keuangan SKPD

Workshop Penyusunan Laporan
Keuangan AkhirTahun

Pendampingan Pengelolaan Keuangan
Berbasis Akrual

Asistensi Penyusunan Laporan
Keuangan SKPD

Pengelolaan Gaji PegawaiNegeri Sipil

Pendampingan Dalam Rangka
Menghadapi Audit Eksternal
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah
tentang Pedoman Pembayaran dalam
Pelaksanaan APBD

Sosialisasi Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Bontang Berbasis
Akrual

Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah berbasis Aktual
Rekonsiliasi data barang Milik Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota
Bontang

Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Penyusunan Target Anggaran
Pendapatan dan Evaluasi Penerimaan
Pendapatan Daerah

Evaluasi Laporan Penyampaian
Penerbitan SKPD, Pembuatan dan
Penyusunan Laporan.

Insentif Petugas Penyampaian SPPT
PBB oleh RT melalui Kelurahan
Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Informasi Manajemen
Pendapatan Daerah ( SIMPATDA )
Jasa penyampaian SPPT PBB oleh RT
melalui Kelurahan

Validasi dan monitoring data pajak
daerah

Forum KomunikasidanKonsolidasi
Daerah PenghasilMinyakdan Gas Bumi
Fasilitasi Pengelolaan Pajak dan
Bangunan Sektor Pedesaan dan
Perkotaan

Pemeliharaan SISMIOP PBB

Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan
sektor Pedesaan dan Perkotaan
Verifikasi Lapangan Atas Pemungutan
BPHTB

Penghapusan Piutang pajak Pemerintah
Kota Bontang
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Manajemen Informasi
Kekayaan/Aset Daerah
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Peningkatanan dan Pengembangan
Sistem Informasi Manajemen
Pendapatan Daerah (SIMPATDA)
Pemutahiran Data Piutang PBB P-2
sebelum Pelimpahan kewenangan
Pemungutan Pajak PBB P-2 oleh
Pemerintah Pusat

Validasi Data Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perkotaan
Pemeliharaan tempat pemasangan
reklame spanduk

Pemutahiran Data obyek Individu
Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Perkotaan

Pemeliharaan Sistem Informasi
Manajemen BPHTB

Penghapusan Piutang Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Bontang

Inventarisasi, Penilaian Aset
Pemerintah Kota Bontang

Sensus Barang Milik Daerah
Penghapusan Barang Milik Daerah
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Pelelangan Barang Milik Daerah
dilingkungan Pemerintah Kota Bontang
Penyusunan Rencana Kebutuhan dan
Pemeliharaan Barang unit ( RKBU dan
RKPBU )

Penjualan Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah yang
dihapus
Pembuatan Plang Aset Tanah

'Penyusunan Brosur/Leaflet tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi Aset Sumber Dana BOS
pada Sekolah Negeri TA. 2013
Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah Bagi Pembantu Pengurus
Barang dari UPTD dan Sekolah
Penyusunan Peraturan Walikota
Tentang Sewa Barang Milik Daerah
Bimtek Penatausahaan Barang Milik
Daerah Bagi Pengurus di Lingkungan
Pemerintah Kota Bontang

Bimtek Penatausahaan Barang Milik

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang
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Daerah Bagi Penyimpan Barang di

Lingkungan Pemerintah Kota Bontang
17 Penyusunan Kode Lokasi Barang di

Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Uraian Kegiatan dari masing — masing program dapat dilihat pada Matrik berikut :
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun Anggaran 2015 merupakan wujud dan penjabaran
dari Rencana Strategis SKPD — DPPKA. Renja SKPD yang dituangkan dalam Rencana
Kerja Tahunan (RKT) merupakan bagian tahapan dalam pelaksanaan suatu perencanaan
(action plan) dimana tujuan akhir yang diharapkan adalah adanya pedoman dan acuan dalam
proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, sehingga prinsip efisiensi dan efektifitas
dapat dicapai secara maksimal yang tentunya juga melahirkan suatu yang berhasil guna dan
berdaya guna menuju arah yang lebih baik. Dalam penetapan Renja SKPD terbuka
sepenuhnya untuk dilakukan monitoring, evaluasi dan penilaian, dari seluruh tahapan yang
akan dilalui, sehingga nantinya terjadi suatu proses penyempurnaan pelaksanaan maupun

penilaiannya.

Bontang, April 2014

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset

Eddy Yudizar, S. Sos, MM.
Pembina TK.I
NIP. 19560414 198903 1 004
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